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Abstract 

The Indonesian state has begun to enter a golden period in the form of a demographic bonus era which 

needs to be followed up through a series of policy actions that are able to bring optimal benefits. From the 

results of the projected population of Tegal City, the demographic bonus will be in 2020 with a dependency 

ratio of 50.42%. And in 2021 with a dependency ratio of 52.06%. 

Policies and programs are carried out through quality education, the Generation Planned Program, 

population education to change people's mindsets and increase awareness of population issues, as well 

as skills education as a pathway to improve the quality of superior and ready to work human resources. 

Employment policies are managed through workforce empowerment by training entrepreneurs, accessing 

capital and training for MSMEs. Development of local local informal sector businesses, such as the 

development of handicraft businesses and MSMEs in the City of Tegal 
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Abstrak 

Negara Indonesia mulai memasuki suatu masa emas berupa era bonus demografi yang mana   perlu 
ditindaklanjuti melalui serangkaian aksi-aksi kebijakan yang  mampu membawa manfaat yang optimal. 
Dari hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Tegal bonus demografi berada pada tahun 2020 dengan rasio 
ketergantungan sebesar 50.42 %.dan  tahun 2021 denan rasio ketergantungan sebesar 52.06 %.  
Kebijakan dan program yang dilakukan melalui pendidikan berkualitas, Program Generasi Berencana, 
pendidikan kependudukan  untuk mengubah pola pikir masyarakat dan meningkatnya kesadaran 
mengenai isu kependudukan, serta pendidikan keterampilan  sebagai jalur meningkatkan kualitas SDM 
unggul dan siap bekerja.  
Kebijakan ketenagakerjaan dikelola melalui pemberdayaan tenaga kerja dengan melatih wirausaha, akses 
permodalan dan pelatihan UMKM. Pengembangan usaha sektor informal lokal daerah, seperti 
pengembangan usaha-usaha kerajinan dan UMKM di Kota Tegal 
 
Kata Kunci : strategi, kebijakan,  bonus, demografi, studi, kasus 
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1.   PENDAHULUAN 

    Bonus demografi (dividend demographic ) 

merupakan suatu kondisi dimana jumlah 

penduduk usia produktif lebih besar 

dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non 

produktif. Ini artinya bahwa potensi beban 

ketergantungan pendudukakan berkurang 

apabila kelebihan dari potensi dividend 

demographic dikelola dan dimanfaatkan dengan 

baik dan sebaliknya akan menjadi ancaman 

social jika tidak dipersiapkan dengan baik. 

     Negara Indonesia sudah memasuki 

suatu masa emas berupa era dividend 

demographic dan berdasarkan proyeksi puncak 

era bonus demografi Indonesia . Menurut 

proyeksi BPS akan dicapai antara rentang tahun 

2020-2030, atau ketika jumlah penduduk usia 

produktif Indonesia ada pada angka minimal 70% 

dari total jumlah penduduk. Bonus demografi 

dapat terjadinya dalam kurun waktu yang 

berbeda-beda di masing-masing daerah. Kota 

Tegal sebagai bagian dari wilayah Indonesia 

perlu menyiapkan pengeloaan bonus demografi 

sehingga menjadi potensi yang menguntungkan. 

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Tegal jumlah penduduk 

Kota Tegal selalu bertambah dari tahun ke tahun 

tanpa terkendali yang perlu penangan yang 

serius. 

      Secara garis besar persyaratan yang 

harus dipenuhi, agar bonus demografi penduduk 

dapat menjadi keuntungan suatu  daerah adalah 

kualitas penduduk dan ketersediaan lowongan 

kerja. Berkaitan hal tesebut Kota Tegal perlu 

mempersiapkan kedua hal tersebut mulai dari 

peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, 

peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, 

pengendalian jumlah penduduk, hingga 

kebijakan ekonomi yang mendukung terciptanya 

fleksibilitas tenaga kerja untuk mencegah 

permasalahan Kualitas tenaga kerja rendah, 

rasio jumlah angkatan kerja tidak sebanding 

(timpang) dengan jumlah kesempatan kerja yang 

tersedia, persebaran tenaga kerja tidak merata, 

terbatasnya kesempatan kerja dan tingginya 

angka pengangguran . 

     Dalam rangka mempersiapkan kebijakan 

dan pelaksanaannya dalam menghadapi bonus 

demografi Kota Tegal, perlu dilakukan  kajian 

Analisis Bonus Demografi bagi Kota Tegal untuk 

mengetahui struktur penduduk Kota Tegal dari 

sisi kuantitas dan kualitas serta kebijakan, 

strategi , program dan kegiatan yang harus 

dilaksanakan agar bonus demografi mempunyai 

potensi menguntungkan daerah. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis dokumen demografi di 

Kota Tegal? 

2. Bagaimana kebijakan dan strategi 

penanganan bonus demografi di Kota Tegal? 

 

2.    TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Pal dalam Awan Y Abdoellah dan 

Yudi Rusfiana (1992), kebijakan public (public 
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policy) adalah public policy will be defined as a 

cource  of action or inaction  chosen by public 

authorities to address a given problem or 

interrelated set problems . Sedangkan menurut 

George C. Edwards III (2003: 10) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai “suatu tindakan 

pemerintah yang berupa program-program 

pemerintah untuk pencapaian sasaran atau 

tujuan”.  Thomas R. Dye dalam Tilaar dan 

Nugroho (2008:185) menyatakan bahwa 

kebijakan publik merupakan “segala sesuatu 

yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh 

pemerintah”. Dengan demikian kebijakan publik 

pada intinya meliputi tujuan, nilai-nilai, dan 

praktik.  Berdasarkan definisi-definisi tersebut, 

maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep 

sebagai berikut : 1. Kebijakan publik berisi tujuan, 

nilai-nilai, dan praktik/ pelaksanaannya.  2. 

Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan 

pemerintah, bukan organisasi swasta.  3. 

Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan 

yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah  Berdasarkan  penjelasan di atas, 

maka suatu kebijakan publik memuat 3 (tiga) 

elemen, yakni: 1. Identifikasi dari tujuan yang 

ingin dicapai 2. Taktik atau strategi dari berbagai 

langkah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

3. Penyediaan input yang memungkinkan 

pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi 

kebijakan 

Bonus demografi (dividend demographic )  

adalah suatu keadaan dimana jumlah penduduk 

usia produktif lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah penduduk usia non produktif, artinya 

bahwa potensi beban ketergantungan penduduk 

akan berkurang apabila kelebihan dari potensi 

bonus demografi dikelola dan dimanfaatkan 

dengan baik dan sebaliknya akan menjadi 

ancaman sosial jika tidak dipersiapkan dengan 

baik. dividend demographic merupakan salah 

satu perubahan dinamika demografi yang terjadi 

karena adanya perubahan struktur penduduk 

menurut umur. Fenomena transisi demografi ini 

disebabkan karena berkurangnya angka 

kelahiran yang dibarengi oleh tingginya angka 

kematian dalam jangka panjang. Pada saat 

terjadi penurunan angka kelahiran dalam jangka 

panjang, maka berdampak pada pengurangan 

jumlah penduduk berusia muda (< 15 tahun), 

akan tetapi di satu sisi jumlah penduduk usia 

produktif (15 – 64 tahun) akan meningkat secara 

drastis sebagai akibat angka kelahiran yang 

tinggi di masa lalu. Disisi lain jumlah penduduk 

dengan umur di atas 64 tahunakan meningkat 

secara perlahan dan kemudian meningkat cepat 

akibat terjadinya peningkatan usia harapan 

hidup. Pada saat jumlah penduduk usia produktif 

jauh melebihi jumlah penduduk usia non-

produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun 

keatas ) ini yang disebut dengan kondisi Bonus 

Demografi (Rusli, Toersilaningsih, Meirida, 

Kurniawan, & Setiawan, 2015).  

Parameter yang digunakan dalam 

menilai fenomena dividend demographic adalah 

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) yang 

merupakan rasio yang menggambarkan 



 
 

VOL. 03 NO. 01 TAHUN 2022 90 

 

perbandingan antara jumlah penduduk usia non 

produktif (kurang dari 15 tahun dan diatas 64 

tahun) dan penduduk usia produktif (15 –64 

tahun). Angka Rasio Ketergantungan ini 

menunjukkan beban tanggungan penduduk usia 

produktif terhadap penduduk usia non produktif. 

Pada saat angka rasio ketergantungan rendah, 

kondisi ini memperlihatkan bahwa penduduk usia 

produktif hanya menanggung sedikit penduduk 

usia non produktif 

Angka rasio ketergantungan yang rendah 

akan berimplikasi pada perekonomian negara 

yang dapat dijadikan sebagai sebuah 

kesempatan untuk meningkatkan produktifitas 

sebuah negara. Kondisi ini dapat menjadi sumber 

pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia yang produktif yang akan 

mampu menghasilkan pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi dan 

meningkatkan tabungan mereka yang pada 

akhirnya dapat dimobilisasi menjadi investasi’ 

(Maryati, 2015). Idealnya pertumbuhan ekonomi 

secara maksimal akan terjadi pada saat Rasio 

Ketergantungan berada di bawah angka 50. 

Kondisi ini juga disebut sebagai the window of 

opportunity (jendela kesempatan). 

   Berbagai literatur menyatakan proyeksi 

penduduk sebagai prediksi atau ramalan yang 

didasarkan pada asumsi rasional tertentu yang 

dibangun untuk kecenderungan masa yang akan 

datang dengan menggunakan peralatan statistik 

atau perhitungan matematik. Di sisi lain, 

peramalan penduduk (population forecast) bisa 

saja dengan/tanpa asumsi dan atau kalkulasi 

tanpa kondisi, syarat dan pendekatan tertentu 

(Smith, et.al 2001). Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa peramalan adalah proyeksi, 

tetapi tidak semua proyeksi membutuhkan 

peramalan (forecast). Peramalan penduduk 

adalah perhitungan kondisi masa depan yang 

mungkin terjadi dengan menggunakan beberapa 

asumsi, seperti bila angka kelahiran, kematian, 

dan migrasi saat ini tidak berubah. Adapun 

manfaat proyeksi penduduk, adalah sebagi 

berikut : 

1. Mengetahui keadaan penduduk pada masa 

sekarang yaitu berkaitan dengan penentuan 

kebijakan   kependudukan serta perbandingan 

tingkat pelayanan saat ini dengan tingkat 

pelayanan yang ideal yang diterima penduduk 

2. Mengetahui dinamika dan karakteristik 

penduduk di masa mendatang, yaitu berkaitan 

dengan penyediaan sarana dan prasarana 

3. Mengetahui pengaruh berbagai event  tehadap 

keadaan penduduk di masa lalu, masa 

sekarng, dan masa yang akan dating 

Adapun  metode yang dapat digunakan 

untuk memproyeksikan penduduk bermacam-

macam, dimana masing-masing metode memiliki 

asumsi serta kelebihan dan kelemahan masing-

masing. Oleh karena itu  dalam memilih metode 

yang akan digunakan untuk proyeksi penduduk 

perlu memperhatikankan beberapa hal, antara 

lain cakupan wilayah studi dan wilayah 

perencanaan, dinamika perkembangan wilayah,  
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jangka waktu proyeksi, presisi dan tujuan 

penggunaan, ketersediaan data. Adapun 

metode-metode yang dapat digunakan untuk 

memproyeksikan penduduk adalah sebagai 

berikut : 

1. Model Aritmatik. Menurut Klosterman (1990) 

“model linear Aritmatik adalah teknik 

proyeksi yang paling sederhanadimana 

penduduk diproyeksikan sebagai fungsi dari 

waktu”, dengan persamaan : 

 

2. Model Geometrik Asumsi dalam model ini 

adalah penduduk akan 

bertambah/berkurang pada suatu tingkat 

pertumbuhan (persentase) yang tetap, 

dimana proyeksi penduduk dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

 

3. Model Eksponensial memiliki asumsi bahwa 

persentase pertumbuhan penduduk sama 

setiap hari. 

 

Selanjutnya dalam membuat stategi 

kebijakan harus memperhatikan misi 

pembangunan nasional. Adapun misi 

pembangunan nasional adalah  mewujudkan 

bangsa yang berdaya saing yang mempunyai 

tiga sasaran  pokok yakni meningkatkan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) dan 

PendudukTumbuh Seimbang. Adapun focus 

pembangunan penduduk adalah dari sisi kualitas 

dan kuantitas, Kebijakan pembangunan 

Kependudukan diletakkandalam konteks 

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)  

yang mencakup pembangunan manusia 

sebagai  subyek maupun obyek, yakni 

pembangunan yang mencakup seluruh life cycle 

approach. 

 

3.   METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan  deskriptif 

kualitatif, yaitu mengkaji proyeksi pendududuk 

Kota tegal utuk digunakan dasar penyusunan 

kebijakan strategi pemerinatah Kota Tegal. 

Informan diambil dari pemangku kepentingan 

seperti BPS, BKKBN, Dinas Pendidikan. 

Penentuan subyek penelitian dipilih secara 

purposive . Pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik wawancara mendalam/ FGD, observasi, 

dan dokumentasi 

4.    HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Proyeksi dan Dependency Ratio 

Penduduk  Kota Tegal 

. Dengan menggunakan Software 

Spectrum 5 dari data jumlah penduduk tahun 

2018 diproyeksikan jumlah penduduk kota Tegal 

http://1.bp.blogspot.com/-jaG4OZri3Tk/VhuAx8IwFeI/AAAAAAAAEsE/MukEDDGcLPs/s1600/pr+pnduduk+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-D720BIyQBbI/VhuBqgDmf9I/AAAAAAAAEsM/7bt45SRw4ao/s1600/pr+pnduduk+2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-uzN5SQ8iBMc/VhuCgfzeaqI/AAAAAAAAEsY/fOXNZY-NgPE/s1600/pr+pnduduk+3.jpg
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tahun 2019-2025. Metode proyeksi 

menggunakan metode matematik dengan 

menggunakan data penduduk keseluruhan. Hasil 

Proyeksi penduduk Kota Tegal diperoleh hasil 

perhitungan sebagai berikut (Tabel.1). 

 

 

Dari Tabel .1. memperlihatkan proyeksi 

dari data penduduk tahun 2018 terjadi 

peningkatan jumlah penduduk tahun 2019, 2020, 

2021, 2022 dan mulai menurun tahun 2023. Hal 

ini dengan mempertimbangkan fertilitas, 

mortalitas dan migrasi dimasa yang akan datang 

yang terjadi di suatu daerah. Dari hasil proyeksi 

jumlah penduduk yang ada, selanjutnya 

dianalisis proyeksi laju pertumbuhan tahun 2019, 

2020, 2021, dan 2022 penduduk dari data dasar 

tahun 2018. Hasil Proyeksi laju pertumbuhan 

penduduk Kota Tegal diperoleh hasil perhitungan 

seperti disajikan dalam Tabel .2. 

 

Tabel .2 menunjukkan laju pertumbuhan 

penduduk tertinggi pada tahun 2019 dan 2020. 

Hal ini menunjukkan kenaikan jumlah penduduk 

mulai terjadi di tahun 2019 dan 2020. Tabel IV.2 

memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk 

(2018–2022) tercepat berada di kecamatan 

Margadana, kemudian Tegal selatan, Tegal Barat 

dan Tegal Timur. Oleh karena itu, perlu langkah-

langkah untuk menekan laju pertumbuhan 

penduduk, seperti sosialisasi tentang Keluarga 

Berencana lebih ditingkatkan. Selain itu, 

penggunaan alat-alat kontrasepsi pada wanita 

usia subur dan sudah menikah juga perlu 

ditingkatkan. 

Rerata rasio pertumbuhan penduduk tahun 

2018 sampai dengan 2022 di kecamatan Tegal 

Barat, yaitu 0.78. Rerata rasio pertumbuhan 

penduduk tahun 2018 sampai dengan 2022 di 

kecamatan Tegal Timur, yaitu 0.80. Rerata rasio 

pertumbuhan penduduk tahun 2018 sampai 

dengan 2022 di kecamatan Tegal Selatan, yaitu 

0.77. Rerata rasio pertumbuhan penduduk tahun 

2018 sampai dengan 2022 di kecamatan 

Margadana, yaitu 0.76. Sedangkan Rerata rasio 
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pertumbuhan penduduk tahun 2018 sampai 

dengan 2022 di kota Tegal, yaitu 0.78.  

Selanjutnya, dianalisis jumlah penduduk 

berdasarkan kelompok umur, yaitu 0-4; 5-14; 15-

24; 25-49; 50-64; dan >65. Tujuan analisis ini 

untuk mengetahui jumlah penduduk kelompok 

produktif dan non-produktif. Selain itu, untuk 

membantu analisis jumlah penduduk usia 

sekolah, usia kerja, dan usia lansia. Analisis 

menggunakan software Spectrum 5 dengan data 

dasar jumlah penduduk berdasarkan kelompok 

umur tahun 2018. Hasil analisis jumlah penduduk 

berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada 

gambar berikut 

 l 

 

 

Secara umum Gambar 1. 

memperlihatkan bonus demografi di kota Tegal 

terjadi tahun 2020 dan 2021. Tahun 2018 jumlah 

penduduk kelompok umur produktif 15-64 

sebesar 200412 jiwa, dan diproyeksikan tahun 

2019 berjumlah 236973 jiwa, tahun 2020 

berjumlah 254859 jiwa, tahun 2021 berjumlah 

250217 jiwa, dan tahun 2022 berjumlah 231995 

jiwa. Sedangkan jumlah penduduk kelompok 

umur tidak produktif (0-14 dan >65) tahun 2018 

sebesar 84507 jiwa, dan diproyeksikan tahun 

2019 berjumlah 113252 jiwa, tahun 2020 

berjumlah 128488 jiwa, tahun 2021 berjumlah 

130255  jiwa, dan tahun 2022 berjumlah 118530 

jiwa. Selain itu, Gambar IV.3e juga 

memperlihatkan jumlah penduduk perempuan 

berumur >65, lebih banyak daripada penduduk 

laki-laki. 

Dependency ratio atau rasio 

ketergantungan adalah perbandingan antara 

banyaknya penduduk yang berusia produktif 

dengan penduduk yang berusia non produktif. 

Dependency ratio berguna sebagai satu indikator 

untuk mengukur tingkat perekonomian suatu 

daerah. Hasil analisis rasio ketergantungan dapat 

dilihat pada Tabel.3 

 

 

 

Tabel.3 menunjukkan rasio 

ketergantungan (dependency ratio) pada tahun 

2018 sebesar 42.17 %. Hal ini mengindikasikan 

setiap 100 penduduk usia produktif tahun 2018, 

harus menanggung 42 penduduk usia non 

produktif. Menurut proyeksi jumlah penduduk 
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tahun 2019, rasio ketergantungan sebesar 47.79 

%. Hal ini mengindikasikan setiap 100 penduduk 

usia produktif tahun 2019, harus menanggung 47 

penduduk usia non produktif. Sedangkan pada 

tahun 2020, rasio ketergantungan sebesar 50.42 

%. Hal ini mengindikasikan setiap 100 penduduk 

usia produktif tahun 2020, harus menanggung 50 

penduduk usia non produktif. Dan pada tahun 

2021, rasio ketergantungan sebesar 52.06 %. Hal 

ini mengindikasikan setiap 100 penduduk usia 

produktif tahun 2021, harus menanggung 52 

penduduk usia non produktif. Tahun 2020 dan 

2021 rasio ketergantungan meningkat karena 

pada tahun ini penduduk Kota Tegal mengalami 

kenaikan. Jika tidak diantisipasi oleh pemerintah 

daerah, hal ini dapat mengakibatkan rasio 

ketergantungan makin tinggi dan dapat 

mengakibatkan tingkat kesejahteraan penduduk 

Kota Tegal menjadi rendah. 

4.2.  Kebijakan dan Strategi Pengelolaan  

Analisis struktur kualitas penduduk 

dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan 

bonus demografi dapat dilihat dari faktor 

pendidikan, kesehatan dan ketenaga kerjaan. 

4.2.1 Pendidikan 

Pendidikan yang berkualitas ini bukan 

hanya untuk mencipatakan generasi muda yang 

produktif dengan kemampuan kognitif saja, 

namun juga memiliki keterampilan khusus sesuai 

minat bakat mereka dan   memiliki pola berpikir, 

wawasan, dan kreativitas. 

Pertambahan penduduk usia sekolah juga 

perlu diantisipasi oleh pemerintah Kota Tegal, 

dengan mempersiapkan sarana dan prasarana 

pendidikan yang ada. Apakah memenuhi standar 

nasional Pendidikan dan memenuhi standar 

pelayanan minimal sesuai Permendiknas No. 24 

Tahun 2007 tentang standar sarana dan 

prasarana serta Permendikbud No. 32 Tahun 

2018 tentang standar pelayanan minimal 

pendidikan di Kabupaten/kota. Hasil analisis 

mencakup jumlah sekolah, jumlah ruang kelas, 

jumlah guru, dan jumlah rombongan belajar, baik 

pada tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. Hasil 

analisis kebutuhan sarana dan prasarana 

pendidikan di Kota Tegal berdasarkan proyeksi 

pertambahan jumlah penduduk dapat dilihat pada 

Tabel.4 untuk tingat SD, Tabel. 5 untuk tingkat 

SMP dan Tabel..6 untuk tingkat SMA/SMK. 
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Tabel.4,5 dan 6 menunjukkan kondisi 

sarana dan prasarana pendidikan baik di tingkat 

SD, SMP dan SMA/SMK masih memenuhi 

standar nasional pendidikan dan standar 

pelayanan minimal. Walaupun jumlah penduduk 

usia sekolah 7-18 tahun mengalami pertambahan 

di tahun bonus demografi, tidak diperlukan 

penambahan baik jumlah sekolah, jumlah ruang 

kelas, jumlah guru maupun jumlah rombongan 

belajar di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK. 

Selanjutnya, dianalisis proyeksi jumlah penduduk 

berdasarkan pendidikan berdasarkan rasio 

pertambahan penduduk dari data jumlah 

penduduk tahun 2018. Hasil analisis rasio 

pertambahan penduduk Kota Tegal di tahun 

bonus demografi 2020 dan 2021 dari data jumlah 

penduduk tahun 2018, yaitu 0.74 dan 0.75. Hasil 

analisis proyeksi jumlah penduduk berdasarkan 

pendidikan disajikan pada Tabel 7. 

  

 

Tabel 7 menunjukkan proyeksi jumlah 

penduduk di tahun bonus demografi pada lulusan 

SMA/sederajat dan diploma IV/strata I yang 

tinggi. Tentunya, langkah-langkah 

pemberdayaan harus disiapkan, agar tidak 

menjadi pengangguran dan membebani 

masyarakat. Langkah-langkah tersebut antara 

lain, bekerjasama dengan para pengguna tenaga 

kerja dan secara berkala mengadakan bursa 

kerja (job fair). Selain itu, dinas terkait perlu 

mengadakan pelatihan UMKM, agar jiwa 

kewirausahaan dapat dimotivasi. Pemerintah 

kota bekerjasama dengan perbankan yang ada, 

mengadakan pelatihan cara mengakses 

permodalan mikro, agar lulusan SMA/sederajat 

dan diploma IV/strata I dapat berwirausaha. 

Kegiatan ini bertujuan agar para lulusan terdidik, 

khususnya lulusan diploma IV/strata I dapat 

menjadi agen pelopor pembuka lapangan kerja di 

daerah. Dengan langkah-langkah ini diharapkan 

penduduk terdidik dapat diberdayakan dengan 
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baik, sehingga menjadi penduduk produktif yang 

dapat membawa kesejahteraan bagi Kota Tegal 

4.2.2 Kesehatan 

Keberhasilan pembangunan sarana dan 

prasarana kesehatan di daerah, akan sangat 

menentukan keberhasilan daerah dalam 

memanfaatkan  bonus demografi secara optimal. 

Berbagai program pembangunan kesehatan 

yang diinisiasi dan dimplementasikan oleh dinas 

kesehatan setempat, diharapkan dapat 

memberikan sumbangan positif bagi  upaya 

mengoptimalisasi periode bonus demografi yang 

akan datang.  

Mengingat urgensi pembangunan 

kesehatan dalam menentukan keberhasilan  

memanfaatkan bonus demografi, semua 

pemangku kepentingan terkait tidak boleh 

kehilangan momentum pada saat-saat ini untuk 

mengakselerasi peningkatan gizi masyarakat  

seoptimal mungkin. Hilangnya momentum untuk 

mengakselerasi pencapaian dalam bidang nutrisi 

tersebut pada saat sekarang ini  akan 

menyebabkan ketidakmampuan daerah 

memanfaatkan bonus demografi secara optimal 

pada waktunya. Agar dapat memanfaatkan 

momentum yang ada, maka perlu ditunjang 

fasilitas kesehatan yang memadai. Jika fasilitas 

kesehatan dalam hal ini rumah sakit dan 

puskesmas tidak, maka hasil analisis 

menunjukkan terjadi kelebihan jumlah pasien dan 

tidak memenuhi standar yang ada. Standar 

kesehatan yang tidak terpenuhi, secara hakiki 

melanggar Hak Asasi Manusia, karena 

kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap 

warga negara. Sesuai dengan Permenkumham 

No. 34 Tahun 2016 tentang kriteria 

kota/kabupaten peduli hak asasi manusia, maka 

1 puskesmas hanya melayani maksimal 16000 

penduduk. Hasil analisis rasio jumlah penduduk 

terhadap jumlah puskesmas dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

  

 

Tabel.8 menunjukkan terjadi kelebihan 

pasien yang ditangani tiap puskesmas yang ada 

di Kota Tegal. Kelebihan pasien sekitar 3 kali lipat 

dari standar pelayanan sesuai hak asasi 

manusia. Sedangkan hasil analisis rasio jumlah 

penduduk terhadap jumlah rumah sakit (jika 

jumlah rumah sakit mengikuti Tabel V.5a) dapat 

dilihat pada Tabel. 9 
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Tabel..9 menunjukkan di tahun bonus 

demografi 1 rumah sakit yang ada di Kota Tegal, 

diproyeksikan akan menangani 95837 jiwa di 

tahun 2020 dan 95118 jiwa di tahun 2021. Hal ini 

meningkat 35% jika dibandingkan dengan kondisi 

di tahun 2017. Hal ini membuat pelayanan rumah 

sakit terhadap pasien menjadi berkurang dan 

dikhawatirkan akan menurunkan kualitas 

kesehatan masyarakat. Oleh karena itu 

diperlukan penambahan jumlah puskesmas 

sebagai fasilitas kesehatan tingkat 1 di 

masyarakat. Hasil analisis jumlah puskemas 

yang dibutuhkan, disesuaikan dengan proyeksi 

jumlah penduduk di tahun bonus demografi dapat 

dilihat di Tabel. 10 

 

 

 

Tabel. 10 menunjukkan dengan 

penambahan jumlah puskesmas sebagai 

fasilatas kesehatan tingkat I pada tiap 

kecamatan, maka akan membuat rasio jumlah 

penduduk terhadap puskesmas sesuai dengan 

standar pelayanan minimal yang sesuai dengan 

hak asasi manusia. Penambahan puskesmas ini 

bertujuan mencapai keluarga sehat dan memiliki 

kecukupan gizi serta memiliki nilai produktif  di 

masa depan, maka kebijakan dan program 

pembangunan kesehatan harus bertumpu pada 

pendekatan preventif dan promotif sebagai pilar 

utama. Keberhasilan  mengimplementasikan 

pendekatan preventif dan promotif secara tepat 

akan menyelamatkan sumber daya keuangan 

yang sangat besar, sehingga sumber daya 

tersebut dapat dialihkan kepada tujuan-tujuan 

yang lebih produktif.  

GERMAS dicirikan antara lain oleh 

penekanan yang kuat pada kerjasama 

multisektor, keseimbangan masyarakat antara 

keluarga dan individu, serta pembedaryaan 

masyarakat. Untuk mencapai  tujuan yang 

hendak disasar, gerakan ini  difokuskan pada tiga 

aktivitas utama,  yaitu: 1) meningkatkan aktivitas 

fisik; 2) konsumsi sayur dan buah, serta 3) 

deteksi dini penyakit tidak menular (PTM). Upaya 

pencapaian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini 

harus dibangun di atas fondasi pembangunan 

gizi untuk semua lapisan masyarakat. 

Pembangunan gizi yang berhasil  bertumpu pada  

ketersediaan dan ketahanan pangan, serta akses 

ke  sumber pangan tersebut secara berkelanjutan 

oleh masyarakat. 

Peran kemitraan yang kokoh dan 

meilibatkan para pemangku kepentingan multi-

sektor sangat  menentukan keberhasilan 

investasi pada pembangunan gizi. Karena sifat 

pembangunan gizi yang lintas-sektor dan 

mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial dan 

budaya dalam masyarakat diperlukan 

pendekatan holistic untuk menanggulangi 
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permasalahan gizi buruk. Oleh karena itu 

diperlukan jumlah posyandu yang memadai, 

untuk dapat melayani balita (bayi lima tahun), 

agar permasalahan gizi dapat diantisipasi. 

Jumlah posyandu di Kota Tegal berjumlah 202 

dan tersebar di 4 kecamatan (Tabel V.5a). Hasil 

analisis menunjukkan terjadi kelebihan jumlah 

balita yang ditangani tiap 1 posyandu. Standar 

pelayanan menyatakan tiap 1 posyandu melayani 

maksimal 50 balita. Hasil identifikasi jumlah 

penduduk balita berumur 0-5 tahun dan rasio 

jumlah penduduk balita terhadap posyandu (jika 

jumlah posyandu sama dengan Tabel .11 dapat 

dilihat pada  

 

 

 

Tabel 11 menunjukkan terjadi kelebihan 2-

3 kali lipat jumlah penduduk usia 0-5 tahun atau 

balita yang ditangani oleh 1 posyandu. Hal ini 

melebihi standar pelayanan dimana 1 posyandu 

hanya melayani 50 balita. Hal ini dikhawatirkan 

memiliki dampak buruk jangka panjang dari 

permasalahan gizi buruk dan pola hidup yang 

tidak sehat. Karena peran posyandu sebagai 

fasilitas pelayanan bagi balita bekerja tidak 

optimal untuk melayani keluarga maupun 

masyarakat. Pelayanan yang tidak optimal akan 

menimbulkan kerugian yang nantinya akan 

dipikul sangat besar akibat gizi buruk dan pola 

hidup tidak sehat. Posyandu berperan dalam 

mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola 

hidup yang sehat dan menerapkan pedoman gizi 

seimbang secara optimal, khususnya terhadap 

balita. Oleh karena itu, diperlukan penambahan 

jumlah posyandu agar pelayanan kepada 

masyarakat menjadi optimal. Hasil analisis 

jumlah posyandu yang dibutuhkan, disesuaikan 

dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun 

bonus demografi dapat dilihat di Tabel .12. 

 

 

Tabel.12 menunjukkan dengan 

penambahan jumlah posyandu sebagai fasilatas 

kesehatan yang melayani masyarakat dan balita 

dalam hal panduan gizi dan pola hidup sehat 

pada tiap kecamatan, maka akan membuat rasio 

jumlah penduduk terhadap posyandu sesuai 

dengan standar pelayanan minimal yang sesuai 
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dengan hak asasi manusia. Di samping itu, 

pendidikan memainkan peran sentral dalam 

upaya peningkatan gizi masyarakat. Pengenalan 

dan kesadaran akan  pola konsumsi yang sehat 

perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat 

setempat.  Inilah peran sentral posyandu sebagai 

fasilitas yang dapat memonitori pola hidup sehat 

di masyarakat, baik di tingkat akar rumput 

maupun di kalangan yang lebih mampu secara 

ekonomi, mengenal  apa itu pola hidup sehat dan  

pedoman gizi seimbang. Selain penambahan 

fasilitas kesehatan, tentunya harus diikuti jumlah 

tenaga kesehatan yang memadai. Jumlah tenaga 

kesehatan dapat dilihat pada Tabel .13. 

 

 

Jika jumlah tenaga kesehatan sama 

dengan data pada Tabel.13, maka pelayanan 

kepada masyarakat menjadi tidak optimal. 

Pelayanan yang tidak optimal dapat 

mengakibatkan menurunnya kualitas kesehatan 

masyarakat. Hasil analisis rasio jumlah penduduk 

terhadap jumlah tenaga kesehatan (jika jumlah 

tenaga kesehatan mengikuti Tabel V.5b) dapat 

dilihat pada Tabel .14.  

  

Standar pelayanan yang diatur tentang 

jumlah tenaga kesehatan hanya tenaga medis, 

tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan. 

Dimana standar pelayanan yang sesuai hak 

asasi manusia menyebutkan 1 tenaga medis 

melayani 2500 jiwa penduduk, 1 tenaga 

keperawatan melayani 855 jiwa penduduk, dan 1 

tenaga kebidanan melayani 1000 jiwa penduduk. 

Oleh karena itu, Tabel .14 menunjukkan Kota 

Tegal kekurangan tenaga kebidanan untuk 

melayani lonjakan penduduk di tahun bonus 

demografi. Sedangkan tenaga media dan tenaga 

keperawatan, masih memenuhi standar 

pelayanan. Hasil analisis menunjukkan 

diperlukan minimal 380 tenaga kebidanan untuk 

melayanan proyeksi jumlah penduduk di tahun 

bonus demografi, yakni tahun 2020 dan 2021, 

agar 1 tenaga kebidanan melayani hanya 1000 

jiwa penduduk. 

4.2.3. Ketenagakerjaan 

Fenomena transisi demografi diyakini erat 

kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja. 

Menurut hasil survei sosial ekonomi nasional 

(susenas) oleh BPS tahun 2018 di Kota Tegal 

menunjukkan tren positif di mana penduduk usia 
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produktif (15-64 tahun) di tahun 2018 mencapai 

69.95% dari jumlah total penduduk yang 

mencapai 248779 jiwa. Hal ini menunjukkan 

bahwa Kota Tegal memiliki bonus demografi 

yang bertolok ukur pada skema dasar tatanan 

ketenagakerjaan yang kini menjadi landasan 

sukses atau tidaknya suatu daerah. Dalam 

memulai suatu tatanan ketenagakerjaan 

membutuhkan sistem pendidikan yang 

berkualitas untuk mencetak usia produktif 

menjadi tenaga kerja yang handal. Sistem 

pendidikan memiliki kemutlakan dalam berperan 

penting demi memaksimalkan bonus demografi 

yang dimiliki Kota Tegal. 

Kota Tegal diperkirakan mencapai puncak 

"bonus demografi" pada tahun 2020 sampai 

2021. Bonus demografi ini akan membawa 

dampak sosial-ekonomi. Hasil analisis proyeksi 

data ketenagakerjaan pada tahun bonus 

demografi disajikan pada Tabel .15.  

 

Proyeksi pada Tabel.15 menunjukkan 

terdapat 27.82% pada tahun 2020 dan 28.23% 

pada tahun 2021. Dari hasil analisis 

memperlihatkan dengan Meningkatnya jumlah 

penduduk usia kerja akan menguntungkan dari 

sisi pembangunan. Akibatnya, terjadi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. Namun, keuntungan ini dapat 

berbalik menjadi musibah apabila daerah minim 

melakukan investasi sumber daya manusia 

(human capital investment) melalui sistem 

pendidikan yang berkualitas. Masalah yang 

paling nyata terkait pemanfaatan bonus 

demografi dan ketenagakerjaan adalah 

ketersedian lapangan pekerjaan dan persebaran, 

serta kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 

untuk bersaing di dunia kerja maupun pasar 

internasional. Ketiga masalah tersebut harus 

menjadi perhatian dan antisipasi pemerintah 

daerah melalui berbagai program kerjanya. 

5.  KESIMPULAN 

 Dari hasil proyeksi jumlah penduduk Kota 

Tegal  masuk tahun bonus demografi  pada 

tahun 2020 dengan  rasio ketergantungan 

sebesar 50.42 %.dan  tahun 2021 dengan rasio 

ketergantungan sebesar 52.06 %. Kebijakan 

dan program yang dilakukan melalui Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Program 

Generasi Berencana, Pendidikan 

kependudukan yang ditujukan untuk mengubah 

pola pikir masyarakat dan meningkatnya 

kesadaran mengenai isu kependudukan, 

Pendidikan keterampilan merupakan salah satu 

jalur meningkatkan kualitas SDM dan mampu 

menghasilkan SDM unggul yang siap bekerja.

 Terkait dengan tatanan ketenagakerjaan 

pemberdayaan tenaga kerja dilakukan dengan 

melatih wirausaha, akses permodalan dan 
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pelatihan UMKM. Selain itu, kebijakan lainnya 

adalah pengembangan usaha sektor informal di 

daerah-daerah, seperti pengembangan usaha-

usaha kerajinan local dan UMKM.  
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